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Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan 
segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, 
berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, 
berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak 
untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya 
perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang 
tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun 
tidak boleh terkurangi oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk 
mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang 
tua telah bercerai. Dengan menggunakan metode deskriptis dalam penelitian ini 
diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai 
tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. 
Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah 




The responsibility of the parent to the children is obligation taht have to be fully 
done by all of the parent. Children have the right to get what they need to grow up 
properly, chuldren have the right to get sufficiently food and clothing and proper 
shelter. Children have the right to get proper guidance and proper education. And 
also the right to get parental careing propertly. That the divorce between husband 
and wife could not abort the parental responsibility to the children. That mean all 
the right belong to the children could not be less or decrease because of the 
divorce. Parent still have responsible to educated and bring the children to grown 
up eventhough both of the parent are divorce. What this methode of description 
and observation we hope that we can get that result of this observation as detailed 
and thoroughly about the responsibility of the parent o the chidren after divorce. 
Keyword : The Responsibility of The Parent After Divorce, Children’s Right 






Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas 
suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan 
yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah 
yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat 
berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun 
keluarga. 
Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala 
pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar 
mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, 
organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak 
langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian 
(mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari 
orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak 
langsung.  
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai 
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang 
kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat 
perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.
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Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
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kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.
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Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan 
dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu:  
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya” 
Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:  
“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak 
itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antar keduanya putus” 
Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak 
telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan 
haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-
haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU 
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada 
anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak 
anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. 
Oleh kerena itu dalam penelitian ini penulis menarik tiga rumusan masalah 
yaitu: Pertama, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah 
perceraian. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus mengenai 
tanggung jawab orang tua terhadapa anak setelah perceraian. Ketiga, bagaimana 
akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 
anak setelah perceraian. 
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Tujuan serta penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai tanggung 
jawab orang tua setelah perceraian,pertimbangan hakim dalam memutus mengenai 
tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta akibat bagi orang 
tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian. 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan refensi tambahan pada karya 
tulis selanjutnya, Memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan 
terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah perkawinan atau masalah 
mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajibannya kepada 
anak setelah perceraian, dan menyadarkan kepada seluruh masyarakat mengenai 
kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya walaupun perceraian 
terjadi. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 
yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan 
keadaan objek yang akan diteliti.
3
 Dengan menggunakan metode pendekatan 
yuriris empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian 
 
Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada 
suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksankan 
tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan 
tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga 
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anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh 
akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 
akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak.
5
 
Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah 
perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam 
disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 
wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum 
Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan 
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. 
Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi 
anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa:  
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
 
Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah 
yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak 
baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 
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Dalam Putusan cerai talak di Pengadilan Agama Surakarta yang sudah 
penulis dapatkan tercantum pula mengenai putusan mengenai biaya nafkah untuk 
anak yang di bebankan kepada bapak dari si anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta 
lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 
105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal 
terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”.  
Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada 
anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib 
memberikan asuhan sebaik-baiknya. 
 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Mengenai Tanggung Jawab 
Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian 
 
 Berdasarkan putusan perceraian Nomor: 842/Pdt.G/2015/PA.SKA para 
pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk 
mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak setiap hari bertengkar 
dan selalu cekcok, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembli. Alasan 
pertengkaran tersebut diawali dari kecemburuan pihak tergugat atau isteri akibat 
berpindahnya pekerjaan suami menjadi sopir taksi yang terlihat sering dengan 
wanita lain, dan pembelaan penggugat atau suami bahwa wajar jika sering dengan 
wanita lain karena itu adalah penumpang pelanggan, namun pihak tergugat atau 
isteri tidak percaya. 
 Dari putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk 
anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya. Beban biaya yang harus ditanggung 
oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta 
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lima ratus ribu rupiah) perbulan. Hakim menentukan nominal tersebut 
berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah si anak tersebut. Kepatutan dan 
kemampuan disini artinya hakim menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak 
tersebut, apakah ayah dari si anak tersebut berpenghasilan atau tidak. 
Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan 
anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan 
bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 
diucapkan”. Dalam putusan yang penulis teliti bahwa tuntutan nafkah anak 
tertuang dalam rekonvensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang 
menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya. 
Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-
keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah 
yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai sopir taksi 
dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan.
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Untuk menentukan mengenai pembebanan nafkah yaitu baik nafkah 
kepada anak ataupun pembebanan nafkah Iddah dan Mutah kepada mantan isteri 
yang harus ditanggung oleh suami maka Majlis Hakim menggunakan 
pertimbangan lain yaitu dengan pembuktian-pembuktian berupa surat atau slip 
gaji jika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat-surat semacamnya yang 
menerangkan hasil pendapatan setiap bulan dari pekerjaannya dan dengan 
mendengarkan keterangan saksi-saksi. 





Maka berdasarkan hasil pembahasan dapat disimulkan bahwa berdasarkan 
data putusan cerai talak yang penulis dapatkan bahwa pertimbangan hakim untuk 
memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada : Pertama, 
kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi 
Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat pula dengan melihat 
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan 
pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Artinya  pertimbangan hakim 
untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang 
harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan 
pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut. Kedua, pembuktian-
pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada 
lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, 
sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan 
pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak 
tersebut, yaitu dengan cara menilai melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi 
selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan: 
Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), 
Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928). Pengakuan terbagi atas tiga 
macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan 
dengan clausula. 
Pengakuan ini maksudnya adalah pengakuan langsung dari para pihak 
yaitu berupa sebuah pernyataan. Dalam hal ini adalah pernyataan kesanggupan 
dari ayah yang di bebani beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada 
anak. Pengakuan ini akan melibatkan para pihak untuk saling memberikan 
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keterangan bahwa hakim akan menanyakan perihal kesanggupan kepada ayah dari 
si anak untuk membayar biaya nafkah. Bahwa pengakuan tersebut megandung 
nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa karena 
pengakuan tersebut didasarkan atas kemauan dan kemampuan ayah dari si anak 
yang secara jelas telah memberikan keterangan yang jelas. Maka pengakuan ini 
dapat bulat dan berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau 
dukungan dari alat bukti yang lain.  
 
Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya 
Terhadap Anak Setelah Perceraian 
Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang 
tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun 
hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung 
bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi 
bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama 
salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-
kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua 
terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk 
menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar. 
Dalam data putusan yang penulis dapatkan yaitu putusan Nomor: 
842/Pdt.G/2015/PA.SKA, dimana dalam putusan cerai talak yang disertai putusan 
pembebanan nafkah tersebut, Ayah dari si Anaklah yang dibebani pembiayaan 
untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang tingal atau berada dalam asuhan 
Ibunya. Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis dapatkan ini 
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terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan 
kewajibannya, yaitu dalam hal ini adalah yang pertama apabila Ayah dari si Anak 
tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan yang kedua apabila Ibu dari anak 
tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau 
yang tinggal bersama anaknya. 
Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai 
orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat 
diupayakan hal-hal sebagia berikut: Pertama, Permohonan Eksekusi. Maka 
mengingat bahwa putusan pengadilan  itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan 
pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana 
putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi 
dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk 
memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang 
seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela 
sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak 
menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk 
mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon 
mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait. 
Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan 
aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon 
eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang aanmaning tersebut Ketua 
Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 
(delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, 
jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi 
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melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua 
Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi. 
Namun menurut penulis alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain 
melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan 
interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan 
tidak terkesan kaku, dengan melukan pendekatan secara kultural yaitu untuk 
menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk 
memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang 
ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami 
kesulitan. Kedua, pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:  
“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang 
dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan 
kewajiban terhadap anak-anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali. 
 
Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih 
berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini 
sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang menyatakan: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, 








Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian 
Perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban 
orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik 
terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-
haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, 
hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk 
mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan 
pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang 
si Anak secara baik dan wajar. 
 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Mengenai Tanggung Jawab 
Anak Setelah Perceraian 
 
Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus putusan 
perceraian di Pengadilan Agama Surakarta mengenai cerai talak Nomor: 
842/Pdt.G/2015/PA.SKA  ini mempertimbangkan dua hal yaitu tentang hukumnya 
dan pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya. Sebab terjadi 
perceraian yaitu atas dasar rasa cemburu dari tergugat yang terlalu berlebihan. 
Kecemburuan tersebut disebabkan sejak berpindahnya pekerjaan suami menjadi 
supir taksi yang kemudia sering bersama wanita lain. Oleh karena itu kehidupan 
rumah tangga selalau diwarnai dengan keributa dan sudah tidak ada harapan untuk 
rukun kembali. 
 Dari putusnya perkawinan antara pemohon dengan termohon, keduanya 
tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah serta pemeliharaan kepada anak-
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anaknya. Anak-anak dari hasil perkawinan tersebut masih berada dibawah umur 
atau belum dewasa dan semuanya berada dalam asuhan ibunya, yang berarti 
bahwa ibu wajib merawat dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya,  wajib 
memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, mewakili segala perbuatan hukum 
untuk anak, demikian juga dengan ayah mempunyai kewajiban yang sama untuk 
memenuhi segala hak-hak anaknya termasuk memberikan biaya nafkah kepada 
anak-anaknya. 
Dari alasan-alasan diatas kemudian Hakim Pengadilan Agama Surakarta 
mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa hak asuh anah jatuh kepada ibunya 
dan melalui putusan hakim mantan suami berkewajiban untuk membayar biaya 
nafkah setiap bulannya kepada anak-anak yang tinggal bersama ibunya. 
Beban nominal yang dibebankan oleh ayah yaitu sebesar 1.500.000 (satu 
juta lima ratus ribu rupiah), pembebanan nafkah untuk anak tersebut oleh hakim 
diputus berdasarkan atas kepatutan dan kemampuan si ayah. 
 
Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya 
Setelah Perceraian 
 
 Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya 
kepada anak maka dapat diupayakan dua hal: Pertama, terhadap pihak yang 
dibebani biaya nafkah, apabila tidak melaksanakannya kewajibannya dapat 
dimintakan eksekusi. Kedua, terhadap pemegang kuasa asuh, apabila tidak 
melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan 
kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menjadikan 





Pertama, orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya 
difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan 
lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama 
mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua 
pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan 
hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak. 
Kedua, hakim agar lebih cerdas dan tepat untuk menganalisa hukum serta 
lebih cerdas dalam menginterpretasi hukum dalam keadaan-keadaan yang 
memang masih bisa dilakukan pendekatan secara kekeluargaan atau kultural agar 
pelaksanaan hukum tidak berjalan terlalu kaku dan terlalu formal sehingga kadang 
justru akan membawa hukum jauh dari rasa keadilan. 
Ketiga, pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai 
jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun 
untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu 
dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian 
hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang 
demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua 
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